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Penelitian ini bertolak dari keingintahuan penulis bahwa hukum Islam memandang soal 

poligami merupakan sesuatu perbuatan yang dibolehkan, bahkan pada saat-saat tertentu poligami 

tersebut merupakan jalan keluar yang di kehendaki oleh Islam. Sedangkan dalam sisitem hukum 

Indonesia bahwa poligami dapat dikenakan sanksi hukuman sebagaimana yang terdapat pada 

pasal 279 KUHPidana. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengelaborasi sanksi ini 

dengan hukum Islam, tentunya dengan menggunakan pendekatan us̩ūl fiqh  mas̩lah̩ah mursalah. 

Atas dasar ini penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti  dan menganalisa sanksi hukum 

poligami ini dengan tinjauan mas̩lah̩ah mursalah . Adapun mas̩lah̩ah mursalah  yang penulis 

gunakan adalah mas̩lah̩ah mursalah  Imām asy-Syāt̩ibi ̩ .      

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research  dalam 

bidang hukum,  baik hukum positif maupun hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis melakukan 

survei diperpustakaan guna mencari bahan yang berkaitan dengan penelitian, juga browsing di 

internet, dengan pendekatan kualitatif. Oleh karenanya, bahan hukum yang diperoleh 

berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis mengenai permasalahan yang diteliti yaitu sanksi 

hukum yang terdapat pada pasal 279 KUHP.  Adapun sifat penelitian ini adalah studi literatur 

yaitu dengan menelaah, dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang terkait. 

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis kembali dengan analisis deskriptis 

analitis. Analisis ini bertujuan untuk menghimpun semua bahan hukum yang telah diperoleh 

kemudian diambil suatu kesimpulan umum atau generalisasi mengenai sanksi hukum poligami 

yang terdapat pada pasal 279 KUHP dengan menggunakan bahan kajian pendekatan us̩ūl fiqh  

mas̩lah̩ah mursalah  Imām asy-Syāt̩ibī.          

Hasil analisis adalah penulis berkesimpulan bahwa sanksi hukum poligami ini sesuai 

dengan maksud dan tujuan hukum Islam yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu, sanksi ini merupakan kebutuhan d̩arūrīyah  

dalam rangka melindungi jiwa artinya  untuk menjaga hak seseorang dari tujuan poligami, yakni 

agar tidak terzalimi dan untuk menjaga hak asasi agar dipersamakan di depan hukum.  

 


